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ABSTRACT

The relationship between reconstruction with the crime scene is to justify the information of the suspect made by the investigator in the context of criminal investigation activities to be adapted to the actual scene of the scene. In practice, reconstruction is not done at the actual scene. This is solely done for the security of the suspects themselves in order to avoid the rampage of the public. In addition to that, also to minimize the cost of reconstruction may be less so if the scene where the reconstruction will be held outside the city. But if the crime scene is not located outside the city, the implementation of reconstruction will still be carried out at the actual TKP. If the crime scene is not known with certainty then the efforts undertaken are: Conduct action by means of investigation which is a technique of investigation for the criminal case was revealed, where with this investigation technique will be obtained answers to questions in the field of investigation criminal case; Conducting interrogation activities against the incident reporter and requesting information from witnesses of the witness, expert witnesses and witnesses who know the first case of this criminal case. Although there is a difference in the area between the scene of the case and the area where the victim was found or the result of the crime does not prevent the police to disclose the criminal case, because although there are differences in the area the police still can work together with each other.

ABSTRAK

Hubungan antara rekonstruksi dengan TKP adalah untuk membenarkan keterangan tersangka yang dibuat oleh penyidik dalam rangka kegiatan penyidikan tindak pidana untuk disesuaikan dengan keadaan di TKP sebenarnya. Pada prakteknya, rekonstruksi tidak dilakukan di TKP yang sebenarnya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk keamanan tersangka sendiri agar terhindar dari amukan masyarakat. Disamping untuk itu, juga untuk menekan seminim mungkin biaya rekonstruksi apalagi jika TKP dimana rekonstruksi itu akan diadakan berada di luar kota. Tetapi apabila TKP tidak berada di luar kota, pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP yang sebenarnya. Apabila TKP-nya belum diketahui dengan pasti maka usaha-usaha yang dilakukan adalah : Melakukan tindakan dengan cara pengusutan yang merupakan tehnik dari penyidikan agar perkara pidana itu terungkap, dimana dengan tehnik penyidikan ini akan diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara pidana; Melakukan kegiatan interogasi terhadap pelapor kejadian dan meminta keterangan dari saksi penderita, saksi ahli dan saksi-saksi yang mengetahui pertama kali perkara pidana ini. Meskipun terjadi perbedaan wilayah antara tempat kejadian perkara dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan tidaklah menghalangi pihak kepolisian untuk mengungkap perkara pidana tersebut, karena walaupun terjadi perbedaan wilayah pihak kepolisian masih tetap bisa saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pada saat ini pun cenderung meningkat. Dengan semakin pintarnya manusia serta ditunjang dengan peralatan yang modern, cara-cara kejahatan pun cenderung mengalami peningkatan sehingga penanganan kasus-kasus kejahatan banyak sekali mengalami hambatan-hambatan di dalam proses penyelidikannya guna mengungkap kasus kejahatan tersebut. Perkembangan kejahatan ini tidak hanya terjadi di negara-negara lain, tetapi juga terjadi di negara kita. Hal ini sangat berbahaya sekali dan kita perlu untuk selalu bersikap waspada.

Seperti banyak kita baca atau lihat baik di media cetak maupun di media elektronika banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang tidak ataupun belum terungkap karena tidak ada atau kurangnya bukti-bukti yang didapatkan. Sebagai salah satu contoh adalah banyak di dalam kasus pembunuhan si pelaku menghabisi nyawa korbannya bukan di tempat korban ditemukan melainkan di tempat lain. Disini pelaku bermaksud untuk menghilangkan jejak dengan harapan ia dapat lolos dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menghambat penyelidikan karena bukti-bukti yang terdapat di tempat korban ditemukan kurang atau tidak dapat mendukung pihak penyelidik untuk mengungkap kasus tersebut dikarenakan tempat terjadinya perkara bukan di tempat korban ditemukan.

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka disini dapat kita pahami bahwa untuk mengungkapkan suatu kasus kejahatan adalah tidak mudah dan diperlukan banyak hal. Salah satunya adalah harus benar-benar diketahui dimana tempat terjadinya perkara tersebut, karena dengan diketahuinya tempat kejadian secara tepat, maka memudahkan didapatnya bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

   Di negara kita tugas penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu aparat Kepolisian, ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 jo pasal 6 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa Polisi Negara yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan disebut sebagai Polisi Kehakiman. Pasal 4 KUHAP berbunyi : “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Pasal 6 KUHAP berbunyi :

Penyidik adalah :

Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

Tugas Preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Tugas Represif (memberantas), ialah kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipinda yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyidikan itu tidak terlepas dari kewajiban yang bersifat represif dalam kaitannya dengan tugas umum kepolisian. Memperhatikan keadaan di atas, maka penulis ingin mencoba untuk mengungkat persoalan tersebut dengan membuat karya ilmiah yang menyangkut masalah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dengan latar belakang sebagai berikut :

Di dalam prakteknya tempat kejadian perkara sering belum diketahui secara pasti dan di dalam mengungkat suatu kasus/tindak pidana tempat kejadian perkara dinilai sangat efektif.

Di dalam teori tempat kejadian perkara mempunyai arti penting/berguna untuk menerapkan suatu perundang-undangan dalam suatu kasus.

Tempat Kejadian Perkara merupakan sumber pertama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Dimanakah yang dipandang sebagai tempat kejadian perkara ? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bahwa itu tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau tergantung pada kondisi dan keadaan setempat.

Dapat diambil contoh di dalam kasus pembunuhan, maka yang harus diperhatikan sebagai tempat kejadian perkara antara lain :

Tempat dimana mayat ditemukan;

Lingkungan kiri/kanan sekitar tempat itu dimana mungkin dapat ditemukan segala bekas-bekas seperti noda-noda darah, telapak jari, telapak kaki, barang-barang bukti lainnya.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “UPAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLRI HUBUNGAN DENGAN LOCUS DELICTI YANG BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah hubungan antara tempat kejadian perkara dengan rekonstruksi dan apa sajakah usaha-usaha yang dapat dilakukan apabila tempat kejadian perkara belum diketahui secara pasti serta bagaimana pula kewenangan pihak kepolisian yang menangani perkara dalam proses penyidikan bila tempat kejadian perkara berlainan tempat dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan.

Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah hubungan antara tempat kejadian perkara dengan rekonstruksi ?

Apa sajakah usaha-usaha yang dapat dilakukan apabila tempat kejadian perkara belum diketahui secara pasti ?

Bagaimana pula kewenangan pihak kepolisian yang menangani perkara dalam proses penyidikan bila tempat kejadian perkara berlainan tempat dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan ?.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah
Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

Studi Kepustakaan (Library Study)
Yaitu suatu metode dimana untuk mempergunakan data yang diharapkan dengan jalan mempelajari buku-buku yang ada dalam kepustakaan, sebagaimana penulis cantumkan dalam daftar kepustakaan yang ada. Di samping itu penulis juga mengambil dari koran-koran dan majalah-majalah yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

Metode ini penulis pergunakan sebagai bahan perbandingan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, sebagaimana yang dikemukakan pada bagian yang terdahulu. Data-data yang telah terkumpul sebagai bahan penunjang bagi penulisan skripsi ini. Data yang relevan, penulis jadikan bahan utama dalam membahs permasalahan yang ada, sedang data-data yang kurang relevan, penulis jadikan bahan pelengkap.

Studi Lapangan (Field Research)
Yaitu dengan cara mendatangi langsung obyek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik :

Wawancara (Interview)
Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

Teknik Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat atau merangkum data tertulis yang ada di lokasi penelitian.

Tahap Analisa Data

Untuk mengolah data yang diperoleh, pada tahap ini dipergunakan metode deskriftif analisa. Metode diskriftif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (lembaga, seseorang, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian data yang telah dideskriptifkan itu dianalisa dengan memberi pendapat, kritik, komentar, maupun kesimpulan-kesimpulan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hubungan Antara Tempat Kejadian Perkara Dengan Rekonstruksi

Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan TKP, kemudian penulis akan mengutarakan hubungan TKP dengan rekonstruksi suatu perkara pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa TKP atau istilah hukumnya disebut locus delicti, diartikan sebagai tempat dimana kejahatan atau pelanggaran itu terjadi, yang apabila dihubungkan dengan pelaksanaan rekonstruksi akan berpengaruh pula pada proses penyelesaian penyidikan tindak pidana.

Adapun pengertian rekonstruksi itu sendiri adalah pengulangan perbuatan tersangka dari dasar atau awal sampai selesainya peristiwa dilakukan tersangka, guna memperjelas jalannya peristiwa serta menambah keyakinan hakim pada persidangan. Jadi untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa dalam rangkaian penyidikan, dilakukan rekonstruksi oleh penyidik guna memberikan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan tersangka di tempat kejadian perkara merupakan kunci pokok untuk mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan dan paling tidak ada petunjuk di tempat kejadian perkara dengan tidak mengabaikan tujuan diadakannya rekonstruksi yakni untuk mendapatkan kebenaran materiil yang diperlukan dalam rangka penyidikan serta di persidangan.

Adapun pelaksanaan rekonstruksi itu idealnya memang harus dilakukan di TKP yang sebenarnya, karena dengan dilakukan di tempat sebenarnya akan lebih memudahkan pemeriksaan. Namun tidak jarang rekonstruksi tidak dilakukan di TKP yang sebenarnya, sehingga pelaksanaan rekonstruksinya dilakukan di tempat yang nantinya ditentukan oleh penyidik. Biasanya hal ini terjadi pada kasus-kasus besar yang bisa meresahkan masyarakat, dikarenakan adanya hambatan dari masyarakat yang belum reda emosinya akibat kasus yang terjadi di lingkungannya.

Hambatan-hambatan yang terjadi selain dari masyarakat juga timbul dari masalah biaya yang cukup besar serta keterbatasan sarana transportasi yang akan digunakan sehingga proses rekonstruksi menjadi terhambat untuk segera diselesaikan. Solusinya adalah perlu adanya kerjasama antara aparat kepolisian dengan keluarga korban atau masyarakat dalam masalah pengadaan dana dan transportasi, sehingga proses rekonstruksi dapat berjalan lancar dan dari bantuan itu sedikit banyak sudah meringankan pihak polisi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan rekonstruksi itu adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindakannya. Rekonstruksi merupakan salah satu bentuk kegiatan pemeriksaan dalam rangka pengungkapan perkara pidana yang dilakukan tersangka. Dengan diperagakannya kembali, maka disini akan diketahui benar tidaknya keterangan yang telah diberikan tersangka kepada penyidik, sehingga dapat pula diketahui apakah tersangka benar-benar pelakunya atau bukan.

Setelah penulis uraikan tentang rekonstruksi di atas, akan timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dalam hubungannya di TKP ? Sudah jelas disini bahwa pelaksanaan rekonstruksi itu memang nyata berhubungan erat dengan TKP, mengingat pelaku tindak pidana yang bersangkutan harus memperagakan di TKP. Mengenai rekonstruksi dalam pelaksanaannya disini perlu diperhatikan kembali oleh penyidik, bahwasanya penyidik sudah menilai apakah pengolahan TKP itu sudah cukup memadai. Bila sudah memadai dapat diadakan rekonstruksi yang mana jelas sudah ditemukannya barang bukti, tersangka dan saksi dalam pengolahan TKP.

Dengan demikian penyidik nantinya akan menghubungkan antara bekas kejadian yang ditemukan di TKP dengan apa yang dilakukan tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di TKP. Jelasnya hubungan antara rekonstruksi dengan TKP adalah untuk membenarkan keterangan tersangka yang dibuat oleh penyidik dalam rangka kegiatan penyidikan tindak pidana untuk disesuaikan dengan keadaan di TKP sebenarnya.

Pada prakteknya, rekonstruksi tidak dilakukan di TKP yang sebenarnya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk keamanan tersangka sendiri agar terhindar dari amukan masyarakat. Disamping untuk itu, juga untuk menekan seminim mungkin biaya rekonstruksi apalagi jika TKP dimana rekonstruksi itu akan diadakan berada di luar kota. Tetapi apabila TKP tidak berada di luar kota, pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP yang sebenarnya.
Usaha-Usaha Yang Dilakukan Apabila TKP Belum Diketahui Secara Pasti

Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah bahwa usaha untuk menuju suatu keberhasilan tidak selalu melalui jalan yang mulus seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang usaha untuk menuju suatu keberhasilan itu kita capai dengan pengorbanan. Namun itulah kenyataan yang sering kita jumpai dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga usaha-usaha yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya untuk mengungkap suatu perkara pidana seringkali mengalami hambatan-hambatan dalam praktek pelaksanaannya.

  Sebagaimana telah diketahui bahwa TKP itu merupakan kunci awal atau tempat utama dalam langkah untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang perkara pidana, yang mana dengan bukti-bukti tersebut dapat diungkap pelakunya serta dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap suatu kasus pidana. Atas dasar itu, dapat dijelaskan bahwa langkah pertama dalam penyidikan perkara pidana adalah mengumpulkan dan mencatat sebanyak mungkin keterangan-keterangan, hal-hal yang bersangkutan, data-data atau fakta-fakta yang benar mengenai tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan atas hal-hal yang disebutkan di atas itulah kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang telah terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang harus terus dicari untuk melengkapinya, sehingga akan lengkap di dalam mendapatkan gambaran peristiwa yang terjadi. Nantinya diharapkan suatu perkara pidana akan dapat terungkap dan pelakunya akan dapat ditangkap.

Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah atau sama seperti yang dibayangkan. Sebab dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit tindak pidana yang terjadi, yang mana dalam proses penyidikannya mengalami berbagai kesulitan sehingga menemui jalan buntu, dan akhirnya perkara pidana tersebut tidak dapat terungkap atau diselesaikan.

Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila TKP-nya belum diketahui dengan pasti maka usaha-usaha yang dilakukan adalah :

Melakukan tindakan dengan cara pengusutan yang merupakan tehnik dari penyidikan agar perkara pidana itu terungkap, dimana dengan tehnik penyidikan ini akan diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara pidana.

Melakukan kegiatan interogasi terhadap pelapor kejadian dan meminta keterangan dari saksi penderita, saksi ahli dan saksi-saksi yang mengetahui pertama kali perkara pidana ini.

Kewenangan Pihak Kepolisian Yang Menangani Perkara Dalam Proses Penyidikan

Banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Ini merupakan tugas yang berat bagi aparat kepolisian di dalam usahanya untuk menuntaskan semua tindak pidana yang terjadi. Di sisi lain masyarakat selalu menuntut aparat kepolisian untuk segera dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Oleh sebab itu pihak kepolisian telah mencoba mencari jalan keluarnya agar setiap perkara pidana yang terjadi dapat langsung segera ditangani.

Di dalam bab ini, penulis akan membahas tentang kewenangan pihak kepolisian yang menangani perkara dalam proses penyidikan bila wilayah tempat kejadian perkara berlainan tempat dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan. Sebelum penulis membahasnya lebih lanjut, perlu untuk diketahui bahwa di negara kita wilayah kedudukan kepolisian itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang terletak di ibukota negara Jakarta, kemudian untuk setiap propinsi daerah terdapat Kepolisian Daerah (POLDA) yang terletak di ibukota propinsi, kemudian untuk membantu tugasnya terdapat Kepolisian Wilayah (POLWIL) yang terletak di kota karesidenan suatu propinsi yang kemudian dibagi menjadi Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) yang menangani wilayah kotamadya dan Kepolisian Resort (POLRES) yang menangani wilayah kabupaten serta yang terakhir adalah Kepolisian Sektor Kota (POLSEKTA) dan Kepolisian Sektor (POLSEK) yang terletak di kota kecamatan. Kesemuanya saling berkaitan dan saling membantu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi meskipun saling berbeda wilayah tempat kedudukannya.

Berlainannya tempat kejadian perkara dengan tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan ini seringkali terjadi dikarenakan pelaku ingin mengaburkan bukti-bukti sehingga ia sulit untuk ditangkap. Dapat kita ambil contoh, misalnya pada kasus pembunuhan diketemukannya mayat di Samarinda. Setelah diselidiki oleh pihak Kepolisian Samarinda, ternyata pembunuhannya dilakukan di Kutai Kertanegara dan diperkirakan pelakunya berada di Kutai Kertanegara. Disini pihak kepolisian Samarinda harus bekerjasama dengan pihak kepolisian Kutai Kertanegara dalam usahanya untuk mengungkapkan perkara pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena wilayah tempat diketemukannya korban pembunuhan berlainan tempat dengan peristiwa terjadinya.

   Dalam kasus seperti tersebut di atas, pada prakteknya terdapat perbedaan pelaksanaan antara penyelidikan dan penyidikan yakni dalam hal penyelidikan pihak kepolisian yang berkepentingan bisa masuk ke wilayah mana saja di seluruh Indonesia, hanya saja harus lapor dahulu atau datang lapor kepada pihak kepolisian yang dimasuki wilayahnya dan penyelidik harus dilengkapi dengan surat jalan serta surat tugas, sedangkan dalam hal penyidikan apabila pada pengembangan penyidikan diketemukan TKP-nya berada di lain tempat atau di luar wilayahnya, maka berkas-berkas hasil pemeriksaan dan hasil-hasil penyidikan lainnya dikirimkan ke wilayah hukum yang bersangkutan disertai surat pengantar.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perbedaan wilayah antara tempat kejadian perkara dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan tidaklah menghalangi pihak kepolisian untuk mengungkap perkara pidana tersebut, karena walaupun terjadi perbedaan wilayah pihak kepolisian masih tetap bisa saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.
P E N U T U P

Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara rekonstruksi dengan TKP adalah untuk membenarkan keterangan tersangka yang dibuat oleh penyidik dalam rangka kegiatan penyidikan tindak pidana untuk disesuaikan dengan keadaan di TKP sebenarnya. Pada prakteknya, rekonstruksi tidak dilakukan di TKP yang sebenarnya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk keamanan tersangka sendiri agar terhindar dari amukan masyarakat. Disamping untuk itu, juga untuk menekan seminim mungkin biaya rekonstruksi apalagi jika TKP dimana rekonstruksi itu akan diadakan berada di luar kota. Tetapi apabila TKP tidak berada di luar kota, pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP yang sebenarnya.

Bahwa apabila TKP-nya belum diketahui dengan pasti maka usaha-usaha yang dilakukan adalah :

Melakukan tindakan dengan cara pengusutan yang merupakan tehnik dari penyidikan agar perkara pidana itu terungkap, dimana dengan tehnik penyidikan ini akan diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara pidana.

Melakukan kegiatan interogasi terhadap pelapor kejadian dan meminta keterangan dari saksi penderita, saksi ahli dan saksi-saksi yang mengetahui pertama kali perkara pidana ini.

Bahwa meskipun terjadi perbedaan wilayah antara tempat kejadian perkara dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan tidaklah menghalangi pihak kepolisian untuk mengungkap perkara pidana tersebut, karena walaupun terjadi perbedaan wilayah pihak kepolisian masih tetap bisa saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

Mengingat bahwa TKP adalah merupakan tempat yang penting untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan, maka penyidik dan atau penyidik pembantu yang datang pertama kali ke TKP, hendaknya harus betul-betul menjaga keaslian kondisi TKP supaya bukti-bukti yang ada padanya tidak hilang, rusak, berubah atau bertambah untuk memperlancar pemeriksaan selanjutnya.

Guna berhasilnya proses penyidikan suatu kasus tindak pidana, maka di dalam mengolah TKP sebaiknya pejabat yang berwenang harus memiliki ketelitian agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal dalam proses penyidikan selanjutnya.

Untuk mendapatkan bukti-bukti permulaan secukupnya yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, maka penyidik dan atau penyidik pembantu sebelum datang ke TKP untuk melakukan penyidikan, sebaiknya meneliti terlebih dahulu dengan cermat apakah semua keperluan untuk penyidikan baik peralatan dan lain sebagainya sudah cukup terpenuhi.

Mengingat sering terjadinya hambatan-hambatan dalam proses penyidikan yang dilakukan di TKP yang timbul dari masyarakat sekitar TKP, maka hendaknya peranan Polri sangat diperlukan untuk lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Agar dapat memperlancar dan berhasilnya dalam mengungkap suatu tindak pidana, maka perlu adanya peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan bagi seluruh penyidik dan atau penyidik pembantu di jajaran Polri. 
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